
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 37 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEROBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 4 5 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, RINCIAN 

TOGAS DAN FUNGSl SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Menimbang 

Me_ngingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubu.ngan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hjdup 

maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tabun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Rincian Tugas 

dan "'1.lngsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungao Hidup 

dipandang sudah tidak sesuai seningga perlu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan 

Fungsi, serta TaLa Kerja Dinas Lingkungan Hidup ; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Dacrah sebagairoana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ; 

5. Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nornor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedornan Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 



Menetapkan 
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8. Peraluran Walikola Madiun Nomor 45 Tahun 2016 

Lcntang 11:cdudllkan. Susunan Orgamsa.s1, Rincian Tugas 

dan F'ungsi, serta Tai.a Kerja Dinas Lingk-ungan Hidup ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 45 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RINCIAN TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Macliuo 
Nomor 45 Tahun 2016 tcntang Kcdudukan, Susunan 

Organisasi, Rinc.ian Tugas dan F'ungsi, scrta Tara Kerja 

D1nas Lingku,,gan H,dup (Berir.a Daerah Kor.a Madmn Tahun 

2016 Nomor 45/G), diubah sebagai berikut : 

I. Kelentuao huruf b diubah, dan diantara huruf r dan 

huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan I (satu) huruf yakni 

huruf fl, sehingga Pasal 5 secara kcseluruhan berbunyi 

sebagai berikul: 

Pasal 5 

( 1) Sekreraria1 sebagaimana d1maksud dalam Pasal 3 

ayat ( 1) huruf b mcmpunyai lugas melaksanakan 

kebijakan pelayanan admm1s1.ras1 kepada semua 
unsur di lingkungan Dinas melipuli pcngelolaan 

administrasl umum, pcrcncanaan, kepcgawaian, 
rumah umgga dan administrasi keuangan. 

(2} Unn.tk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada aya.t (1}, Sekretarial mempunyai fungsi: 

a. penunusan kebijakan loknis. penyusunan 

percncanaan program kerJa dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-n.1gas pada. Sekretari.at ; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

kegialan. pelayanan adminisrratif dan 

penyelenggaraan tugas-Lugas Bidang sccaro 

terpadu; 
c. pcngelolaan adminisLrasi umum, rumah Langga 

dan pcTlengkapan ; 
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d. pengclolaan urusan kebumasan dan keprotokolan 

di lingkungan Dinas 

e. pengelolaan administrasi dan pembinaan 

kt!pcgawaian di lingkL1ngan Dinas ; 

r. pelaksanaan administ..rasi keuangan dan 
pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas; 

fl. penyusuna.n rencana program. 

pelaksanaan/pengadaan serta pemeltharaan 
sarana da.n prasaran.a di lingkungan dinas; dan 

g. pclaksanaan tugas lain yang bersifat keclina.san 

vang dibcrikan oleh h.cpala Din.as. 

2. Ketenluan hu:ruf r ayal (1) diubah, dan diantara buruf r 
dan huruf g ayat (I) Pasal 7 dlsisipkan l (satu) huruf 

yakni huruf fl, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan 
berbunyl sebagai berikut 

Pasal 7 

(ll Sub Bagian Umum dan Kepegawajan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa l 6 ayat (!) huruf a men1punyai 

rugas. 
a. melakukan pcnyusunan pcrencanaan program dan 

cvaluasi pclaksanaan tugas- tugas pad.a Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian ; 
b. melakukan un1san surat-menyurat dan tata 

kearsipan; 
c. melakukan urusan rumah t:angga dan keamanan 

kantor; 
d.melakukan urusan kehumasan, prorokolcr, 

upacara dan rapat dmas; 
e. melakukan urusan pengendalian tata usaha 

pengadaan, pcnyimpanan, pend1stribusian, 

pengadministrasian dan perawatan barang-barang 

invenl.aris Dinas scsuai ketenLuan perarumn 

perundang-undang~ ; 
r. menyusun, mcngolah dan memclihara data 

admioii::trasi kepegawaian scrta data kegiatan yang 
berhubungan clcngan kcpegawaian di lingkungan 

Dinas, 
n. menyiapkan bahan penyusuna.n rencana program, 

melaksanakan/mengadakan, serta memelihara 
sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan 

g. mclakukan rugas lain yang bt>rsifat kedinasan yang 

diberikan oleh Sekretaris. 
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(2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dunaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1} buruf b mernpunyru tugas : 

a.melakukan pcnyusunan perencanaan program 
kerja dan cvaluasi pelaksanaan tugas-rugas pada 
Sub Bagian Pcrencanaan ; 

b.melakukan penyusunan perencanaan pro&>Tam, 
evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; 

c. mcngkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan 
untuk keperluan penyusunan dokumen 
percncanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapawn, rencana bclanja program dan 
kegiatan perangkat daerah serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan 
perubabannya dt hngkungan D1nas ; dan 

d.melakukan rugas lain yang bersifat kedinasan yang 
dibenkan olch Sckretaris , 

(3} Sub Bagian Kcuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) hurufc mempunyai tugas: 
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian 
Keuangan; 

b.melaksanakan penatausabaan keuangan dan 
pertanggungJawaban keuangan; 

c. melaksanaka.n administrasi dan pembayaran gaji 

pegaWtll; 
d.mengkoordlnasikan dan rne.nghimpun baban-baha.n 

untuk kepcrluan penyusunan dokumen yang 

memuat pendapatan, belanJa dan pembiayaan yang 
digunakan sebaga:i dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran serta perubahannya di 
Jingkungan Dinas ; dan 

e. mclakukan tugas la.in yang berstfat kedina.san yang 
diberikan oleh Sekrctaris. 

3. Ketentuan huruf r ayat (3) Pasal l O d1ubah, sehingga 
Pasal IO secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

{l) Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Li11gkungan 
Hidup scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf a mempunyai tugas : 
a.rnelakukan penyusunan perencanaan program, 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaJX>ran 
tlJgas-rugas pada Seksi Perlindungan dan 

Pcngelolaan Lingkungan H.idup ; 
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b. melakukan lnventarisasi data dan mformasi 

lingkungan hidup 
c. menyia,pkan konsep kebijakan pencrapan standar

standar pe-rlindungan dan pcngclolaan bidang 

lingkungan hidup ; 
d.menyiapkan dala daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup, 
e.melaksauakan penerapan produksi bersih dan 

slandar-slandar bidang Ungkungan hiclup , 
L meJaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan 

sistem manajemcn lingkungan ; 
g. menyiapkan bahan pemeLaan kegiaLan yang 

berdampak terhadap lingkungan hidup ; 
h.melaksanakan penyusunan Slalus Lingkungan 

Hidup Dacrab dan lndeks Kualilas Llngkungan 

Hidup; 
L menyiapkan bahan sosialisasi pcngembangan 

kesadaran masyarakal serta pemangku 
kepentingan lerhadap perlindunga.n dan 
pengelolaan lingkungan hidup · dan 

j. rnelaksanakan Lugas lain yang bersifat kedioasan 
yang dibenl<an oleh Kepala Bidang Tata 
Lingkungan Hidup. 

(2) Scksi Kajian Lingkungan Hidup Stratcgis sebagaimana 
cllmaksud dalam PasaJ 9 ayal ( l) huruI b mempunyai 

tugas: 
a. melaku.kan pcnyusunan percncanaan program, 

pelaksanaan kebijak.an., evaluasi clan pelaporan 
lugas-tugas pada Seksl Kajian Lingkungan Hidup 

St.raLcgis ; 
b mcnyiapkan konsep kebijakan pcnyelenggaraan 

Rencana Perlindungao Dan PcngeJolaan 
Lingkungan Hidup serta Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis ; 
c. meoyiapkan baban. pengesahan Kajian Lingkungan 

Hidup Su-atcgis unluk kcbija.kan rencana dan 

program lingkungan hidup; 
d menyiapkan b,1han pelaksanaan koordinasi dan 

sinkronisasi penyelenggaraan Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

sen.a Kajia.n Lingkunga.n H.idup Strategis ; 
e. men)iapkan bahan sosialisasi dan fi;isilitasi 

pengembangan kcsadaran cnasyarakat serla 
pemangku kepenlingan tenLaag Kajiao Lingkungan 

J-Jidup Straregrs ; dan 
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f. melaksanakan tugas lain 

_umg dibcrikan oleh 

Llngkungan l·lidup. 

yang bersiJat kedi11asan 

Kcpala Bidang Tala 

(31 Seksi Kajian Dampak Lmgkungan Hidup sebagaimana 

d.J.maksud dalam Pasal 9 ayat (I) hu.ruf c mempunya.i 

t1.1gas . 

a . melakuka.n penyusunan perencanaan program, 

pelaksanaan kcbijakan, evaluasi clan pdap1>ran 

tugas-t1-Jgas pada Seksi Kajian Dampak Llngkungan 

1--lidup: 

b.melaksanakan momtoring dan evaluasi terhadap 

kajian dampak lingkungan hidup ; 

c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pclapora.n 

pelaksanaan kajia.n dampak lingkungan ; 

d. mcnyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang 

yang berbasis daya dukLmg dan daya tampung 

lingkungan hidup, 

e. menyiapkan bahan pemetaan lokasi yang potensial 

menimbulkan dwnpHk 1crhadc1p lingkungan, (atH 

cara penanggulangan kerusakan lingkungan dan 

r.ata cara memelihara lingkungan ; 

f. menyiapkan bahan pemberian rekomcndasi 1zin 

tcmpal penyimpanan setnentara limbah Bahan 

Berbahaya dan Bcracun ; 

g. menyiapkan bahan pcmberian rekomendasi izin 

pembuanga.n limbah padal cl.an cair ; cl.an 

h melaksa n a kan tugas lain 

yang diberikan oleh 

Lingkungan Hidup. 

yang bersifat keclinasan 

Kepala B1dang Tata 

4. Diantara huruf d dan huruf e ayal (2) Pasal 11 ctisisipkan 

1 (sal,1) huruf yakni d I, schin~a Pasal 11 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pa.sal 11 

(1) Bidang Pengenda.lian Pencemaran dan Kerusakan 

LmgkLmgan Hidup scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat ( l) huruf c angka 3 mcmpunyai rugas 

melaksanakan sebagian tugas 

P<:: ngendalian Pe nccmaran 

Lingkungan Hidup. 

Dinas di b1dang 

dan Kerusakan 
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(2) Untuk meleksanakan rugas sebagaimana dimaksud 

pad a ayal (l ), Bid,1 ng Peng"11dalian Pence ma ran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai rungsi: 

a pela.ksanaan penyusunan bahan kebijakan dan 

instrumen penccgahan pencemaran dan 

kcrusakan lingkungan hidup , 

b. pelaksanaan pema□ ta~1an, penge□dalian da□ 

pembinaan kualitas IJngkungan ; 

c. pelaksanaan penanggulangan, pemulihan 

pcncemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

d . pela.ksanaan pemarnauan dao pengawasan 

pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 

berkela.njutan serta pengendaUan kerusakan 

keanekaragaman hayaLi ; 

d l. pcnyusunan rencana program, 

pelaksanaan/pengadaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana di B1dang Pengendalian 

Pencemaran dan Kcrusakan Lingkungan Hidup; dan 

e . pclaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberilran oleh Kepala Dinas. 

5. D1ant.ara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 17 disis1pkan 

1 (satu) huruf vakni hurur cl, sehingga Pasal 17 secara 

keseluruhan berbunyi sebagal beri.kuL. 

Pasal17 

(l} Bidang Pengelolaan Sampah dan J...imbah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya. (1) huruf c 

angka 2 mcmpuayai tugas mclaksana.kan sebagian 

tugas dinas yang mcliput.i pelaksanaan percncanaan 

dan pengclo\aan sampah, limbah, den kemiLraan 

pengelolaan sampah dan limbah. 

{2) Unluk mP)aksanakan tugas sebagai:mana dirnaksud 

pada ayal ( l}, Bidang Pengclolaan Sampah dan Limbah 

m.cmpunyai fu□gs l : 

a. pcnyu.sunan kebijakan teknis, 

perencanaan program, dokumen 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas 

Pengelolaan Sampah dan Llmbah ; 

b. pelaksanaan, pembinaan dan 

pengelolaan sampah dan limbah , 

kemitraan, 

kajian dan 

pada Bidang 

pengawasao 



- 8 -

c. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pcngelolaan 

sampah da11 limbah 

cl. ponyusunan rencana program, 

pclaksanaan/pengad.aan serta pemcliharaan sar-.ma 

dan prasarana di bidang pengelolaan sampah dan 

limbah, dan 

d. pda.ksanaan tugas laln yang bersifal kectinasan 

yang dibcrikan olch Kcpala Dinas. 

6. Ketentuan huruf g ayat (1) diubah, cl.an hun1f e ayat (2) 

Pasal 19 diubah, sehingga Pai.al 19 sccara k,:se-luruhan 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 19 

(I) Seksi Pcrenca.naan dan Pcngclolaan Sampah 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18 ayal (l) 

hurura mernpunyal tugas: 

a melakukc1n penyusunan pcn:ncanaan program, 

informasi berkala, dokum.en kaj1an dan cvaluasi 

pela.ksanaan rugas-tugas pada Scksi Percncanaan 

dan Pcngefolaan Sampah ; 

b menclapkan wrgel pengurflngan. pengolahan dan 

penanganan sampah , 
c. melaksana.kan pengumpulan dan pcngangkut.an 

sampah dJ JaJan-Jalan protokol di wilayah Daerah ; 

d. melaksanakan pengangkucan sampah dari Tempat 

Pcnampungan Semcntara dan Tempol Pc:ngolahan 

Sampab Terpadu ke Tcmpat Pemrosesan Akhir ; 

e. melaksanakan pengurangan, pcngolahan dan 

pcnanganan sampah di Tempal Penampungan 

Seme11tara. Tcmpat Pcngolahan Sampah Terpadu 

dan Tcmpal Pemrosesan Ak1ur ; 

f. mengcmbangkan Leknologi pengelolaan sampah ; 

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

melaksanakan / mengadakan, memelihara serta 

mengclola sarana clan prasarana di bidang 

pengclolaan sarnpah; 
h. menetapkan lokas1 TempaL Penampungan 

Sementara, Tempal Pengolahan Sampah Terpadu 

dan/alllu Tcmpal Pemroscsa11 Akhir -;ampah , 
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L memungul retribusi atas jasa layanan pengelolaan 

,;ampHh , dan 
j. melaksanakan tugas lain yang bersifat ked.inasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pcngck,laan 

Sampah Dan Limbah. 

(2) Scksi Pcrcncanaan dan Pcngdolaan Limbah dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (l) buruf b mempunyai tugas: 

a melakukan penyusunan pereacanaan progi-am, 
mformasi kelola, dokumcn kaj1an dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perencanaan 

daa Pengelolaan Llmbah : 
b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan 

terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan 
dan penimbunan limbah padat, cair dan gas ; 

c melakukan pcmetaan sumber penghasil l!mbah dan 
p1hak pengumpul limbah padat, ca1r clan gas ; 

d. melakukan pengawasan terhadap tempal 
pemrosesan akhir dengan sistem penataan 

controlled landfill/sanitary landfill; 
e mcnyiapkan b1,1han ptnyusunan rencana pmgram, 

melaksanakan/mengadakan, memelihara serta 

mengelola sarana dan prasarana di bidang 

pengelolaan limbah ; dan 
f. melaksanakan tugas lain yHng bersifa1 kedinasan 

yang diberikan oleh Kcpala BJdang Pengelolaan 

Sampah Dan Limbah. 
(3) Seks1 Kel)asama dan Kemicraan Pengelolaan Sarnpab 

dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (I) huruf c mempunya1 tugas 

a. me.lakukan pcnyusunan program dan evaluasi 
pelaksanaan tugas--tugas pada Scksi Kerjasama dan 

Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah ; 
b menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap 

daruraL pcngelolaan sampah ; 
c. melaksanakan sosialisasi dan pengembangan 

program dan kegtatan pengurangan dan 

penanganan sampah ; 
d mengembangkan investasl dalam usaha 

pengelolaan sampab ; 

c. melaksanakan rckomendasi pcndaur- ulangan 

sampah/pengolahan sampah. 
sampah dan pemrosesan akhir 

diselcnggarakan oleh swasl.B , 

pengangkutan 
M.111pah vang 
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f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak 
lain (badan usaha) ; 

g. melakukan kerjasarna dengan kabupaten/kota lain 

dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ; 

h. melakukan kemitraan dengan badan usaha 
pengelola sampah dalam menyelenggarakan 
pengelolaan sampah ; dan 

1. rnelaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan 
Sampah Dan Lirnbah. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 
orang .mengetahuinya, 

Peraturan Walikota 
memerintahkan 

ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kot.a Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Se ptember 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO. SH, M .Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 37/G 

Ditet.apkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 20 18 

WALIKOTA MADWN, 

ttd 

H . SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARJS DAERAH 

u.b. 
IAN HUKUM 

{ 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 


